Menimbang

Mengingat :

2. Undang Unaong
- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 199

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

NOMOR 31 TAHUN 2000
TENTANG
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat

1, Keputusan Menteri Dolam Negeri Nomor 64 Tahun
%999 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai
esq;

., bahwa untuk maoksud tersebut huruf (a) Rerlu

diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daera

. Undang Undang  Nomor_ 29 Tahun 1958 Tentang

Pembentukan  Daeranh Tingkat IT di Sulawesi
(Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74 tambahan
Lembaran Negara Nomor 1822).

Nomor 22 Tahun 1999 Tentang

Nomor o0, tambanan Lembaran Negara Nomor %839);

, Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang

Perimbanoan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah (Lembaran Neagara Tahun 1999 Nomor 60,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

. %eﬁutusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 Tentang
-

nik Penyusunan Peraturan Perundang Undangan
dan Dbentuk Rancangan Peraturan Pemerintah dan
Rancangan Keputusan  Presiden.(Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 70);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999

Tentang  Pencabutan beberapa Permendagri,
Kepmendagri, dan Inmendagri.

. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun

19939 Tentang Petunjuk Pelgksanaon dan Penyesuaian
Peristilahan dalam penyelenggaraon Pemerintahan
Desa dan Kelurahan.

. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun

1999 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai

Desaq. %_




Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOLAAN MONGONDOW -
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN DAERAH  KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA.
BABI
KETENT ULAN. FNUNM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow.

2. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow;

3. Pemerintah Kabupaten adcolah Pemerintah Kabupaten Bolaang
Mongondow; | B

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD
adalah Badan Legislatif Daerah;

\ 5. Camat adalah Perangkat Daerah yanE memimpin Kecamatan;

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yanE memiliki
kewenangan untuk mengatur dan  mengurus epentingan
masyarakat setempat berdasarkan asal wusul dan adat istiadat
setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan
berada di Daerah Kabupaten;

7. Kepala Desa_adalah Sangadi;

g. Pemerintah Desa adalah Sangadi dan Perangkatnya ;

. Pemerintahan Desa adalah  kegiatan _Penyelenggaraan
Pemerintahan vyang dilaksanakan oleh Pemerintah dan Badan
Perwakilan Desa;
10. Badan perwakilan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah
Badan Perwakilan vyang terdiri atas  pemuka-pemuka
masyarakat ;
11. Lembaga Kemasyarakatan adalah Lembaga -  lembaga yang
dibentuk atas prakarsa masyarakat Desa yang merupakan mitra
Pemerintah Desa dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan
pengendalian pembangunan yang bertumpuk pada masyarakat.

BAB Il
NAMA LEMBAGA KEMASYARAKATAN
Pasal 2

(1) Di Desa Dapat dibentuk Lembaga - lembaga Kemasyarakatan
sesuai ' Kebutuhan yang diarahkan untuk  memberdayakan
masyarakat. b

(2) Lembaga - lempogu.Kemosydrakatan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) pasal 1ini, sebutan Nama - namanya ditetapkan dalam
Peraturan Desa, ; /.C



B ABIII
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

Bagian Pertama
Susunan Oraganisasi

Pasal 3

Susunan Organisasi Lembaga Kemasyarakatan adalah sebagai
perikut :

Ketua sebagai Pimpinan dan Penanggungjawab;

. Sekretaris sebogai Pembantu Pimpinan dan Penyelenggaraan
Administrasi; e k

. Bendahara sebagai penyelenggara Administrasi Keuangan;

. Ketua seksi sebagai Pembantu Pimpinan dan Pelaksana.

o B i oo

Bagian Kedua
Susunan Pengurus
Pasal 4

Susunan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan disesuaikan dengan
Kebutuhan dan ditetapkan dalam Peraturan Desa,

Bagian Ketiaa
Svarat - syarat Anggota Pengurus

Pasal 5

Anggota Pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Desa terdiri
dari Pemuka - Pemuka masyarokat antara lain Pemuka Adat,
Agama, Pendidik/Cendekiowan, Pemuda dan Wanita serta Unsur
- unsur lain di dalam mosyarokot dengan syrat - syarat
sebagai berikut :

a. Bertagwa kepada Tuhan Yan% Maha Esa;

b. Setia dan toat Kkepada Pancasila dan Undang _ undang
Dasar 1945; :

c. Berkelakuan baik, jujur, adil. cakap, berwibawa dan
genuh pengabdian keBoda masyorokat

d erdaftar Sebagai Penduduk Desa sekurang -kurangnya 6

(enam) bulan berturut - turut tidak pernah pindah;
e. Mempunyai kemampuan dan kemauan untuk bekerja dan

memoangun; /L
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Bagian Keempat
Tata Cara Pembentukan Pengurus

Pasal 6

Calon anggota pengurus diajukan sebagai h0511musyawarah oleh
dan dari masing — masing anggota masyarakat;

Pemilihan anggota Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dilakukan
se%aEG_tmusyowarGh dalam rapat yang diselenggarokan khusus
untuk itu;

Nama - nama calon terpilih dalam rapat tersebut diojukon
kepada Sangadi untuk mendapatkan persetujuan BPD;

Pengaturan lebih lanjut mengenai tehnis Bembentukan pengurus
dan masa bakti pengurus ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Bagian Kelima
Kedudukan dan Tugas
Pasal 7 E

Lembaga Kemasyarakatan di  Desa  merupakan mitra kerja
Pemerintah Desa di ~ bidang Perencanaan  Pembangunan,
menggerakan partisipasi masvarakat secara aktif dan posjitif
untuk melaksanakan dan mengendalikan pembangundn .seccra
terpadu baik vyang berasal dari berbagai kegiatan Pemerintah
maupun swadaya gotong - royong masyarakat dan mEnumbuhkan
kondisi dinamis masyarakat.

Bagian Keenam
Hak, Wewenang dan Kewajiban ' /
Pasal 8 |
Hak, Wewenang dan Kewajiban Lembaga Kemosyarokqton Desa
diatur di dalam Peraturan Desa.
BAB 1V
KETENTUAN PERALTHAN
Pasal 9
Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang sudah ada dan berperan
pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini seperti LKMD, PKK

dan lain - 1lain tetap melaksanakan tugas dan fun951nyo
sebagaimana mestinya.
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(2) Lembaga - lembaga Kemasyarakatan lainnya vong akan dibentuk
di Desa setelah berlakunya Peraturan Daerch ini, ditetapkan
dengan Peraturan Desa.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan
Eang mengatur mengenai Pembentukan Lembaga - Lembaga
emagsyarakatan di Desa dan Ketentuan - ketentuan lain yana
bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tida
berlaku lagi.

Pasal 11

Hol - hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini,
gepa?qang mengenai pelaksancannya diatur dengan Keputusan
upati.

Pasal 12
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada  tanggal diundangkan
agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dolam
lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Ditetapkan Di Kotamobagu
pada tanggal 30 Desember Tahun 2000
t%UPAT BOLASG MONGONDOW

—

Drs. M. MOKOGINTA

Diundangkan di Kotamobagu
pada tanggal 30 Desember Thn 2000

| SEKRETARLS DAERAH BOLAANG MONGONDOW

. IDRUS MOKODOMPIT

PEMBINA TINGKAT 1
NIP. 560 007 696

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 25 TAHUN 2000
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PENJELASAN ATAS
PERATHRAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
! NOMOR 31  TAHUN 2000

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA

Umum .,

Sudah menjadi - tekat seluruh  komponen Bungsa  untuk
melakukan reforinasi dalgn MENata dan menyempurnakan tatanan
kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyvarakat menjadi
semakin Demokratis, Hal ini SENAGai konaekwona i Logia dari
semakin et i agkaliyg Pemc iy ks vy akat terhadap
NLlai-nilai aemokratis ity sendiri, disamping it

demokratisagi telah menjadi jsy global yangd mewarnai proses

it

T ra—

politik aarn Pemerintahan Negara - Negara dj Duinig termasuk
di Indonesiq, :

Demokrasi ity sendiri sebendarnya  telan Cukup lama
mengakar  dalam masyarakat Indonesio, terutamg Mmasyarakat
pedesaon‘yﬂng tercermin dari Proses pemilihan Sungadl sertq
musyuwarah—musyawaroh yang dilakukan oleh Desa baik melalui
Lembaga Musycwarah Desa  maupun yand dilakukan 0leh
organisasi - oraanisasi kemasyarakatan Pada tingkat Desq
seperti Lembagq Kemasyarakatan di Desaq,

Proses Demokratisasi yang berlangsung pada tin?kgt Desga
tersebut, bHahkan belum terkontaminasi dengan ni ai-nilai
yang  cenderung melemahkan  Demokrasi Karena berbagai
Kepentingan, Gleh karena ity Lembaga Kemasyarakatan di

Desa sangat  dibutuhkan keberaduannyo ditengah - tengah
masvarakat .

Untuk memelihara Nilai-nilas Nemak rasi Yo telah
tumbuh  dan mengakar — pacg Cinglg Desa, maky berdasarkan

Undang-Undany Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah, telah dibentuk Lembaga * Lain yang  fungsinva sesuqi
Kebutuhan di najan Desa.

Selanjutnya didalam Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai
Desa dalam Pasal is ayat 1} mengatakan bahwg Dalam upaya

memberdayakar nasyarakat " di Desa  dapat dibentuk
1emhmgo-]emhaga Kemosyormkatan_ sesugi Kebutuhan,
Selanjutnya ayat (2 mengatakan bahwa Lemabaga

hemosyarekaton sebagaimana  dimaksud dalam  ayat (1)
ditetapnkan dengan Peraturan Desa atas Prakarsa masyarakat
[lesq Yang bersangkutan .

FPenjelasan Pasal demi Pasal

Pasal 1 s/d Pasal12 '
Cukup jelas

TrMEALA Lutiiboh Lo iy Lol bingg HOMOR i



